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Abstract:  

Religious education plays a strategic role in Indonesia’s 
national education system as it contributes to the 
development of students’ moral, spiritual, and character 
formation. In this context, Islamic Religious Education (IRE) 
constitutes an essential component of the national 
curriculum and supports the achievement of national 
educational goals. This study aims to analyze the position of 
the Islamic Religious Education curriculum within 
Indonesia’s national education system based on Law Number 
20 of 2003 on the National Education System. The research 
employs a qualitative approach using a library research 
method. Data were collected from legal documents and 
relevant academic literature and analyzed through content 
analysis focusing on the provisions of Law Number 20 of 
2003 related to religious education and curriculum policy. 
The findings reveal that religious education holds a strong 
normative position within the national education framework. 
This is reflected in the national education objectives 
emphasizing faith, piety, and noble character; the legal 
guarantee of students’ rights to receive religious education 
according to their beliefs; and the designation of religious 
education as a compulsory subject within the national 
curriculum structure. These findings indicate that the Islamic 
Religious Education curriculum possesses a clear legal and 
institutional foundation within Indonesia’s national 
education system. The study implies the importance of 
developing an adaptive and contextual IRE curriculum 
capable of strengthening character education within the 
national education framework. 

 

Abstrak:  

Pendidikan agama memiliki peran strategis dalam sistem 
pendidikan nasional Indonesia karena berfungsi sebagai 
sarana pembentukan karakter, moral, dan spiritual peserta 
didik. Dalam konteks tersebut, Pendidikan Agama Islam 
(PAI) menjadi salah satu komponen penting dalam 
kurikulum nasional yang berkontribusi terhadap 
pencapaian tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini 



bertujuan untuk menganalisis kedudukan kurikulum 
Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari dokumen 
hukum dan literatur akademik yang relevan, kemudian 
dianalisis menggunakan teknik content analysis terhadap 
pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
yang berkaitan dengan pendidikan agama dan kurikulum. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama 
memiliki kedudukan normatif yang kuat dalam sistem 
pendidikan nasional. Hal ini tercermin dalam tujuan 
pendidikan nasional yang menekankan pengembangan 
iman, takwa, dan akhlak mulia; jaminan hak peserta didik 
untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan 
agama yang dianutnya; serta penetapan pendidikan agama 
sebagai salah satu mata pelajaran wajib dalam struktur 
kurikulum nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa 
kurikulum Pendidikan Agama Islam memiliki legitimasi 
hukum yang jelas dalam sistem pendidikan nasional 
Indonesia. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya 
pengembangan kurikulum PAI yang adaptif, kontekstual, 
dan mampu mendukung penguatan pendidikan karakter 
dalam sistem pendidikan nasional. 

 

 

A. Introduction 

Pendidikan agama memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional 

Indonesia karena berfungsi sebagai fondasi dalam pembentukan karakter, moralitas, 

dan spiritualitas peserta didik. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural 

namun religius, pendidikan agama tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses 

pembelajaran keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan nilai-nilai etika, 

tanggung jawab sosial, dan identitas kebangsaan. Pendidikan Agama Islam (PAI) 

sebagai salah satu mata pelajaran wajib di lembaga pendidikan memiliki peran penting 

dalam menanamkan nilai-nilai keislaman yang moderat, toleran, dan berorientasi pada 

pembentukan kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia (Darain & Hadi, 2026; 

Kurniawati & Nur Aulia, 2025). Melalui kurikulum PAI, peserta didik diharapkan tidak 

hanya memahami aspek kognitif ajaran Islam, tetapi juga mampu menginternalisasi 

nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, kurikulum merupakan instrumen 

utama yang mengarahkan proses pendidikan menuju tercapainya tujuan pendidikan. 

Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat rencana pembelajaran, tetapi 



juga sebagai representasi kebijakan pendidikan yang mencerminkan nilai, orientasi, 

dan visi pembangunan nasional. Oleh karena itu, kedudukan kurikulum Pendidikan 

Agama Islam menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai media integrasi antara 

tujuan pendidikan nasional dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat 

Indonesia (Syahnaz dkk., 2026). Dalam praktiknya, kurikulum PAI dirancang untuk 

membentuk keseimbangan antara penguasaan pengetahuan keagamaan, pembentukan 

karakter religius, dan pengembangan kompetensi sosial peserta didik (Abadi dkk., 

2025).  

Secara normatif, kedudukan pendidikan agama dalam sistem pendidikan 

nasional Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-undang ini menegaskan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta 

membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Hal tersebut tercantum 

dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab 

(Republik Indonesia, 2003). Rumusan tujuan pendidikan tersebut menunjukkan bahwa 

dimensi religius merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia. 

Selain itu, Pasal 12 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai 

dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ketentuan 

ini memperlihatkan bahwa negara memberikan jaminan konstitusional terhadap 

penyelenggaraan pendidikan agama dalam setiap jenjang pendidikan. Selanjutnya, 

Pasal 37 mengatur bahwa pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran 

wajib yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Dengan 

demikian, secara yuridis kurikulum Pendidikan Agama Islam memiliki kedudukan yang 

kuat dalam struktur kurikulum nasional (Nailin Umayah, 2025; Ulya dkk., 2026). 

Keberadaan regulasi ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan bahwa 

pendidikan agama menjadi bagian integral dari proses pembentukan karakter bangsa. 

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan 

dalam implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan. 

Beberapa penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif 

kebijakan pendidikan agama yang tertuang dalam regulasi dengan implementasi 



kurikulum PAI di lapangan (Laila dkk., 2025). Tantangan tersebut antara lain berkaitan 

dengan keterbatasan integrasi nilai-nilai agama dalam pembelajaran lintas mata 

pelajaran, perbedaan kualitas implementasi kurikulum di berbagai lembaga 

pendidikan, serta dinamika perubahan kebijakan kurikulum nasional yang terus 

berkembang. Selain itu, perkembangan paradigma pendidikan modern menuntut 

kurikulum PAI untuk tidak hanya berorientasi pada aspek doktrinal, tetapi juga mampu 

mengintegrasikan pendekatan pedagogis yang kontekstual, kritis, dan relevan dengan 

kebutuhan masyarakat kontemporer (Syahnaz dkk., 2026).  

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait 

pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. (Amin dkk., 

2024)menyoroti posisi kurikulum PAI dalam kerangka Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional serta implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Islam di 

Indonesia. Penelitian lain oleh (Siregar dkk., 2025) menekankan pentingnya kebijakan 

pemerintah dalam memperkuat pendidikan agama melalui pengembangan kurikulum 

yang responsif terhadap tantangan sosial dan budaya. Sementara itu, studi yang 

dilakukan oleh (Mundiatul Mila & Muhammad Zuhdi, 2025)menyoroti implementasi 

kurikulum PAI dalam konteks Kurikulum Merdeka dan menunjukkan perlunya 

integrasi yang lebih sistematis antara nilai-nilai keislaman dan pendekatan pedagogi 

modern.  

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting 

dalam memahami dinamika pendidikan agama Islam di Indonesia, kajian yang secara 

khusus menganalisis kedudukan kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam perspektif 

normatif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih relatif terbatas. Sebagian besar 

penelitian lebih berfokus pada aspek implementasi kurikulum, pengembangan model 

pembelajaran, atau evaluasi kebijakan pendidikan Islam secara umum. Oleh karena itu, 

diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai posisi dan legitimasi kurikulum PAI 

dalam kerangka sistem pendidikan nasional berdasarkan analisis terhadap ketentuan 

hukum yang berlaku. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kedudukan kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan 

nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

lebih komprehensif mengenai posisi normatif kurikulum PAI dalam struktur kurikulum 

nasional serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selain 



itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam 

pengembangan kajian kebijakan pendidikan Islam serta menjadi referensi bagi 

pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan dalam memperkuat peran kurikulum 

Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. 

B. Methods 

Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan 

untuk memahami secara mendalam kedudukan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 

dalam sistem pendidikan nasional melalui analisis terhadap dokumen hukum dan literatur 

akademik yang relevan. Dalam penelitian kebijakan pendidikan, pendekatan kualitatif 

sering digunakan untuk menafsirkan makna, struktur, serta implikasi normatif dari regulasi 

pendidikan yang berlaku  (Eronen dkk., 2023; Taylor dkk., 2024).  

Metode studi kepustakaan memungkinkan peneliti mengkaji berbagai sumber 

tertulis yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, kurikulum, serta pendidikan agama 

Islam secara sistematis. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada pengumpulan, 

pengkajian, dan interpretasi dokumen akademik dan regulasi pendidikan yang menjadi 

dasar analisis. Analisis dilakukan menggunakan content analysis (analisis isi), yaitu suatu 

teknik penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan 

makna yang terkandung dalam dokumen atau teks secara sistematis dan objektif (Klarin, 

2024; Zhao dkk., 2023). Metode ini dinilai relevan untuk mengkaji isi regulasi pendidikan 

dan menafsirkan posisi normatif kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam kerangka 

sistem pendidikan nasional. 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data 

primer penelitian adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pendidikan di 

Indonesia. Dokumen ini dianalisis secara khusus untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang 

berkaitan dengan pendidikan agama dan kurikulum, terutama Pasal 3, Pasal 12 ayat (1a), 

serta Pasal 37. 

Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber akademik seperti buku 

ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan pendidikan agama Islam, kebijakan pendidikan, dan pengembangan 

kurikulum PAI. Literatur tersebut digunakan untuk memperkuat kerangka analisis dan 



memberikan perspektif akademik terhadap interpretasi kebijakan pendidikan yang diteliti 

(Wollscheid dkk., 2025; Yu dkk., 2025). 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan 

data dengan cara menelaah berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus 

penelitian. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, artikel 

ilmiah, buku akademik, serta publikasi penelitian yang berkaitan dengan sistem pendidikan 

nasional dan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Teknik ini memungkinkan peneliti 

memperoleh data yang komprehensif mengenai kerangka hukum dan konseptual yang 

mengatur pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional (Arslan & Sumuer, 2025). 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan content analysis untuk menelaah 

secara sistematis isi dokumen hukum dan literatur akademik yang menjadi sumber 

penelitian. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. 

Pertama, identifikasi dokumen, yaitu menentukan dokumen hukum dan literatur yang 

relevan dengan topik penelitian. Kedua, klasifikasi pasal-pasal yang relevan, khususnya 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berkaitan dengan pendidikan 

agama dan kurikulum. Ketiga, interpretasi normatif, yaitu menafsirkan makna dan implikasi 

kebijakan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut dalam konteks sistem pendidikan 

nasional. Keempat, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan pemahaman konseptual 

mengenai kedudukan kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam kerangka hukum 

pendidikan nasional Indonesia. 

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang 

sistematis dan komprehensif mengenai posisi kurikulum Pendidikan Agama Islam 

berdasarkan perspektif kebijakan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

C. Result(s) 

Berdasarkan hasil analisis isi (content analysis) terhadap Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penelitian ini menemukan bahwa 

pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam (PAI), memiliki kedudukan yang 

kuat dan sistematis dalam kerangka sistem pendidikan nasional Indonesia. Kedudukan 

tersebut dapat diidentifikasi melalui beberapa pasal kunci yang mengatur tujuan 

pendidikan nasional, hak peserta didik terhadap pendidikan agama, serta struktur 



kurikulum nasional. Temuan penelitian ini disajikan dalam beberapa kategori tematik 

berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. 

1. Kedudukan Pendidikan Agama dalam Tujuan Pendidikan Nasional 

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai religius menjadi komponen fundamental dalam 

rumusan tujuan pendidikan nasional. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

Berdasarkan rumusan tersebut, unsur iman, takwa, dan akhlak mulia ditempatkan 

sebagai bagian awal dari tujuan pendidikan nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa 

dimensi religius merupakan fondasi normatif dalam penyelenggaraan pendidikan di 

Indonesia. Dengan demikian, pendidikan agama diposisikan sebagai instrumen penting 

dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter 

spiritual dan moral peserta didik. 

Dalam konteks ini, kurikulum Pendidikan Agama Islam berfungsi sebagai sarana untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai religius yang sejalan dengan tujuan pendidikan 

nasional. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan agama dalam 

sistem pendidikan nasional berperan dalam penguatan karakter religius dan moral 

peserta didik sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia yang berintegritas 

(Abadi dkk., 2025; Kurniawati & Nur Aulia, 2025).  

2. Hak Peserta Didik dalam Memperoleh Pendidikan Agama 

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 memberikan jaminan normatif terhadap hak peserta didik untuk memperoleh 

pendidikan agama. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1a) yang menyatakan bahwa, 

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan 

agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang 

seagama.” 

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama bukan hanya merupakan 

bagian dari kurikulum pendidikan, tetapi juga merupakan hak fundamental peserta 

didik dalam sistem pendidikan nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasal ini 



memiliki implikasi langsung terhadap keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di lembaga pendidikan formal, terutama bagi peserta didik yang beragama Islam. 

Dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan, ketentuan ini mengharuskan 

setiap satuan pendidikan menyediakan layanan pendidikan agama sesuai dengan 

agama peserta didik. Dengan demikian, bagi peserta didik yang beragama Islam, satuan 

pendidikan wajib menyediakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diajarkan 

oleh guru yang beragama Islam. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan 

kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah bukan sekadar pilihan kebijakan, 

melainkan merupakan konsekuensi dari hak konstitusional peserta didik yang dijamin 

oleh undang-undang (Nailin Umayah, 2025; Ulya dkk., 2026).  

3. Kurikulum Pendidikan Agama dalam Struktur Kurikulum Nasional 

Analisis terhadap Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menunjukkan 

bahwa pendidikan agama merupakan komponen wajib dalam struktur kurikulum 

nasional. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah wajib memuat beberapa mata pelajaran, salah satunya adalah pendidikan 

agama. 

Secara normatif, ketentuan ini menempatkan pendidikan agama sebagai salah satu 

mata pelajaran inti dalam kurikulum pendidikan nasional. Dengan demikian, 

pendidikan agama memiliki status yang setara dengan mata pelajaran lain seperti 

pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam 

menjadi bagian integral dari struktur kurikulum nasional pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Hal ini memperlihatkan bahwa negara memberikan ruang yang 

jelas bagi pendidikan agama dalam sistem pendidikan formal. Sejumlah studi juga 

menunjukkan bahwa keberadaan pendidikan agama dalam kurikulum nasional 

merupakan salah satu karakteristik khas sistem pendidikan Indonesia yang 

menekankan integrasi antara pendidikan akademik dan pembentukan karakter religius 

(Mundiatul Mila & Muhammad Zuhdi, 2025; Syahnaz dkk., 2026).  

4. Integrasi Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional 

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional menempatkan pendidikan agama sebagai bagian integral dari keseluruhan 

sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dari pengakuan terhadap berbagai jenis 

lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis agama, termasuk 

sekolah umum, madrasah, serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya. 



Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, pendidikan agama tidak hanya diajarkan 

sebagai mata pelajaran di sekolah umum, tetapi juga menjadi bagian utama dari 

kurikulum pada lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Dengan 

demikian, pendidikan agama memiliki posisi yang bersifat komplementer dan integratif 

dalam sistem pendidikan nasional. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi tersebut mencerminkan pendekatan 

kebijakan pendidikan yang mengakomodasi nilai-nilai religius dalam pembangunan 

sistem pendidikan nasional. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai 

mata pelajaran, tetapi juga menjadi salah satu instrumen dalam pembentukan karakter 

religius peserta didik serta penguatan identitas budaya dan spiritual masyarakat 

Indonesia (Darain & Hadi, 2026; Siregar dkk., 2025).  

Secara keseluruhan, hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam memiliki kedudukan yang 

kuat dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukan tersebut tercermin dalam tiga 

aspek utama, yaitu sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional, sebagai hak peserta 

didik, serta sebagai komponen wajib dalam struktur kurikulum nasional. Temuan-

temuan ini memberikan dasar normatif yang jelas bagi keberadaan dan pengembangan 

kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan Indonesia. 

D. Analysis and Discussion 

Kedudukan Normatif Kurikulum PAI dalam Sistem Pendidikan Nasional 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan pendidikan agama sebagai bagian 

integral dalam struktur sistem pendidikan nasional Indonesia. Secara normatif, kedudukan 

ini tercermin dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang menempatkan dimensi 

religius sebagai landasan utama dalam pengembangan potensi peserta didik. Dalam Pasal 3 

UU Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional dirumuskan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang “beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa serta berakhlak mulia”. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa dimensi 

spiritual dan moral bukan sekadar unsur tambahan dalam pendidikan, melainkan 

merupakan tujuan fundamental yang harus diwujudkan melalui proses pendidikan. 

Temuan ini sejalan dengan pandangan teori pendidikan nilai yang menempatkan 

pendidikan agama sebagai instrumen penting dalam pembentukan karakter dan moral 

peserta didik. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan tidak hanya berorientasi pada 

pengembangan intelektual, tetapi juga mencakup pembinaan aspek spiritual, moral, dan 



sosial manusia secara holistik. Oleh karena itu, keberadaan kurikulum Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dalam sistem pendidikan nasional memiliki legitimasi normatif yang kuat 

karena secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional 

tersebut (Mei Cindy Armaini dkk., 2024).  

Secara konseptual, integrasi nilai-nilai religius dalam sistem pendidikan juga 

mencerminkan karakteristik pendidikan di Indonesia yang tidak sepenuhnya sekuler, 

melainkan mengakomodasi dimensi religius dalam proses pembelajaran. Hal ini 

menunjukkan bahwa kurikulum PAI tidak hanya diposisikan sebagai mata pelajaran yang 

berdiri sendiri, tetapi juga sebagai bagian dari kerangka pendidikan nasional yang 

berorientasi pada pembentukan manusia yang berkarakter dan berintegritas. Dalam 

konteks ini, kurikulum PAI berfungsi sebagai instrumen pedagogis yang 

menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan formal. 

Implikasi Regulasi UU Sisdiknas terhadap Kurikulum PAI 

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa Pasal 12 ayat (1a) dan Pasal 37 dalam 

UU Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dasar hukum yang kuat bagi keberadaan 

pendidikan agama dalam kurikulum nasional. Pasal 12 ayat (1a) menegaskan bahwa setiap 

peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya 

dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan 

agama bukan hanya bagian dari kurikulum, tetapi juga merupakan hak konstitusional 

peserta didik dalam sistem pendidikan nasional. 

Implikasi dari ketentuan tersebut adalah bahwa setiap satuan pendidikan formal, 

baik sekolah umum maupun madrasah, memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan 

pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik. Dalam konteks peserta didik yang 

beragama Islam, hal ini berarti bahwa satuan pendidikan harus menyediakan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Dengan demikian, 

keberadaan kurikulum PAI dalam sistem pendidikan nasional bukan sekadar kebijakan 

administratif, tetapi merupakan implementasi dari prinsip hak pendidikan yang dijamin 

oleh undang-undang. 

Selain itu, Pasal 37 mempertegas kedudukan pendidikan agama sebagai salah satu 

komponen wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki posisi yang setara dengan mata pelajaran 

lain dalam struktur kurikulum nasional. Dalam perspektif kebijakan pendidikan, regulasi ini 

memperkuat legitimasi institusional kurikulum PAI dalam sistem pendidikan formal. 



Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum yang memberikan 

ruang bagi pendidikan agama memiliki implikasi positif terhadap pengembangan 

pendidikan nilai di sekolah. Kurikulum PAI tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer 

pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai moral dan sosial 

dalam kehidupan peserta didik (Firmansyah dkk., 2025). Oleh karena itu, regulasi dalam UU 

Sisdiknas memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pendidikan agama berperan 

secara signifikan dalam sistem pendidikan nasional. 

Relevansi PAI dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik 

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional berkaitan erat dengan upaya 

pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan karakter merupakan salah satu agenda 

penting dalam kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai 

tantangan sosial dan moral yang muncul dalam masyarakat modern. 

Dalam perspektif pendidikan Islam, pembentukan karakter merupakan tujuan 

utama pendidikan. Konsep akhlak dalam pendidikan Islam menekankan pentingnya 

pembinaan sikap moral, tanggung jawab sosial, serta integritas pribadi dalam kehidupan 

sehari-hari. Kurikulum PAI dirancang untuk menanamkan nilai-nilai tersebut melalui 

pembelajaran yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan perilaku. 

Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki kontribusi signifikan 

dalam pembentukan karakter peserta didik, terutama dalam aspek religiusitas, moralitas, 

dan sikap sosial (Arif dkk., 2024). Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kurikulum PAI 

sering kali menjadi sarana utama dalam menginternalisasikan nilai-nilai karakter seperti 

kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan toleransi. 

Selain itu, beberapa studi juga menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai keagamaan 

dalam kurikulum dapat memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan agama 

tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran akademik, tetapi juga sebagai sarana 

pembentukan habitus religius yang tercermin dalam perilaku sehari-hari peserta didik 

(Apriyadi dkk., 2025). Dengan demikian, kurikulum PAI memiliki peran strategis dalam 

mendukung agenda pendidikan karakter yang menjadi bagian dari kebijakan pendidikan 

nasional. 

Tantangan Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

Meskipun memiliki kedudukan normatif yang kuat dalam sistem pendidikan 

nasional, implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam masih menghadapi berbagai 

tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kualitas pembelajaran pendidikan agama di 



sekolah. Dalam beberapa kasus, pembelajaran PAI masih berfokus pada aspek kognitif dan 

hafalan, sehingga kurang mampu menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan secara 

mendalam dalam kehidupan peserta didik. 

Selain itu, perubahan paradigma pendidikan modern juga menuntut kurikulum PAI 

untuk lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi 

pendidikan serta perkembangan digitalisasi pembelajaran menuntut pendekatan pedagogis 

yang lebih kontekstual dan inovatif dalam pengajaran pendidikan agama. Tanpa inovasi 

dalam metode pembelajaran, pendidikan agama berpotensi kehilangan relevansinya dalam 

menghadapi dinamika masyarakat modern. 

Penelitian lain juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pendidikan 

dan implementasinya di lapangan. Meskipun regulasi telah memberikan ruang yang kuat 

bagi pendidikan agama dalam kurikulum nasional, implementasi pembelajaran PAI di 

sekolah sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kompetensi guru, ketersediaan 

sumber belajar, serta kebijakan institusi pendidikan (Ulya dkk., 2026). Selain itu, tantangan 

lain berkaitan dengan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pendekatan 

pendidikan modern yang menekankan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, 

kreativitas, dan kolaborasi. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum PAI perlu 

memperhatikan keseimbangan antara pembelajaran nilai-nilai keagamaan dan 

pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. 

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum 

Pendidikan Agama Islam memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem pendidikan nasional 

Indonesia berdasarkan kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003. Pendidikan agama tidak hanya diposisikan sebagai mata pelajaran dalam 

kurikulum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan pendidikan 

nasional yang menekankan pembentukan karakter religius dan moral peserta didik. 

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti aspek 

implementasi kurikulum PAI, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menegaskan 

dimensi normatif kedudukan kurikulum PAI dalam kerangka hukum sistem pendidikan 

nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa 

pengembangan pendidikan agama di Indonesia perlu didasarkan pada integrasi antara 

kerangka regulasi, pengembangan kurikulum, dan praktik pembelajaran yang relevan 

dengan dinamika masyarakat modern. 

E. Conclusion 



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kurikulum Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dalam sistem pendidikan nasional Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan hasil 

analisis isi terhadap pasal-pasal yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan 

agama memiliki posisi yang kuat dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Hal ini 

tercermin dalam beberapa ketentuan penting, yaitu Pasal 3 yang menegaskan bahwa tujuan 

pendidikan nasional mencakup pengembangan peserta didik agar beriman, bertakwa, dan 

berakhlak mulia; Pasal 12 ayat (1a) yang menjamin hak peserta didik untuk memperoleh 

pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; serta Pasal 37 yang menetapkan 

pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam memiliki 

kedudukan normatif yang jelas dan kuat dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. 

Pendidikan agama tidak hanya diposisikan sebagai komponen kurikulum, tetapi juga 

sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang 

menekankan pembentukan karakter, moralitas, dan spiritualitas peserta didik. 

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pengembangan kurikulum PAI yang 

mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan pendekatan pedagogis yang relevan 

dengan dinamika pendidikan modern. Selain itu, implementasi kurikulum PAI perlu 

didukung oleh peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, serta integrasi 

pendidikan karakter dalam proses pendidikan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji 

secara lebih mendalam implementasi kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam di 

berbagai lembaga pendidikan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih 

komprehensif terhadap pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. 
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